BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi, dapat diambil simpulan

bagaimana kepatuhan Wajib Pajak youtuber di KPP Pratama Jakarta Tebet dan

pengaruh faktor ekonomi dan faktor perilaku terhadap kepatuhan Wajib Pajak

youtuber serta bagaimana strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

youtuber pada KPP Pratama Jakarta Tebet, sebagai berikut:

1. Aspek Kepatuhan Formal

c. Pendaftaran

1)

2)

Pada proses pendaftaran, tidak ada validasi atas kebenaran klasifikasi
lapangan usaha yang dipilih oleh youtuber karena saat ini pendaftaran
dapat dilakukan secara online melalui e-registration di kanal
pajak.go.id;

ditemukan juga belum ada kesepakatan yang sama tentang besarnya
norma penghitungan penghasilan neto yang akan dipakai oleh Wajib
Pajak ketika melakukan pendaftaran;

d. Pembayaran dan Pelaporan

1)

2)

Wajib Pajak youtuber yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet
belum sepenuhnya patuh secara perpajakan, dikarenakan kurangnya
sosialisasi dan masih ada wajib pajak yang bingung dalam
menghitung pajak dan merasa repot untuk merekapitulasi penghasilan
yang diperoleh;

tidak adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Google
Asia Pacific juga semakin mempersulit petugas pajak di lapangan
dalam melakukan pengawasan atas pelaporan penghasilan Wajib
Pajak.

140



2.

Aspek Kepatuhan Material

a.

b.

Penghitungan Pajak Terutang

1)

Kewajiban perpajakan para youtuber saat ini tidak ada pengaturan
secara khusus baik norma penghasilan atau penerapan tarif, selain itu
penghituang pajak terutang sama seperti kewajiban perpajakan Wajib

Pajak orang pribadi lainnya;

Ketepatan Dalam Menghitung Pajak yang akan Dibayar

1)

2)

Petugas pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet menganggap apa yang
dilaporkan olen Wajib Pajak sudah benar sesuai dengan Pasal 3
Undang-undang KUP;

Untuk menguji kebenaran penghitungan pajak yang dibayar sampai
dengan proses pelaporan akan dilakukan penelitian secara
komprehensif oleh Account Representative setelah melalui tahapan
pengusulan Daftar Pengawasan Prioritas yang diajukan setiap

triwulan sampai dengan proses penelitian

Tepat Dalam melaksanakan Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak

1)

kegiatan ekonomi digital terkait youtuber telah dilakukan pemotongan
pajak dari para pengiklan, baik itu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak
Penghasilan Pasal 23 maupun pemungutan Pajak Pertambahan Nilali,
pengenaan pajak ini sama dengan pengenaan untuk Wajib Pajak

lainnya, dan tidak diatur secera khusus.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

a. Faktor Ekonomi

1) Beban Keuangan

Beban keuangan tidak menjadi kendala bagi wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban pajak khususnya youtuber mengingat tarif pajak
youtuber saat ini memang sama dengan wajib pajak lainnya dan cukup
ringan. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, wajib pajak lebih
memprioritaskan kepentingan usaha (membuat konten) daripada

kewajiban pajaknya. Namun, hal ini lebih menciptakan situasi kepada
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2)

Dari

wajib pajak menjadi terpaksa terlambat dalam memenuhi kewajiban
pajaknya, daripada menciptakan perilaku untuk memanipulasi
pembayaran pajaknya.

Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan yang ditimbulkan oleh kompleks-nya masalah
perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak youtuber, baik atas
pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan pajakya. Wajib
pajak menyadari kewajiban pajaknya, namun karena masih belum
mudah maka hal ini menimbulkan biaya kepatuhan yang menyebabkan
rendahnya kepatuhan pajak. Mekanisme pembayaran masih belum
mudah karena harus membuat kode billing terlebih dahulu dengan
kode-kode yang kurang familiar bagi Wajib Pajak, sedangkan,
mekanisme pelaporan merupakan hal yang paling dirasa rumit karena
harus membuat pembukuan, pencatatan pendapatan ditambah rumitnya

pengisian SPT Tahunan

simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor ekonomi

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak youtuber, terutama terkait biaya

kepatuhan, sedangkan beban keuangan tidak menjadi kendala atas kepatuhan

Wajib Pajak youtuber.
b. Faktor Perilaku

1)

2)

Perbedaan Individu

Perbedaan individu atau dalam hal ini tingkat pendidikan maupun
moral mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak youtuber
belum memperoleh edukasi yang cukup dari Direktorat Jenderal Pajak,
dan disisi lain, KPP ternyata juga belum melaksanakan sosialisasi
secara optimal.

Asumsi Ketidakadilan

Wajib Pajak memiliki asumsi bahwa sistem perpajakan saat ini telah
memberikan rasa keadilan karena tidak ada perbedaan tarif pajak dan

pengenaan pajak antara youtuber dengan wajib pajak lainnya. Namun
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Wajib pajak berharap agar dalam penerapan pajak youtuber lebih
berkeadilan lagi, perlu dipertimbangkan adanya presentase norma
penghitungan penghasilan neto untuk youtuber dan konten kreator
lainnya.

3) Persepsi Risiko Minimal
Persepsi risiko minimal memang terjadi pada wajib pajak youtuber.
Ketidakpatuhan terjadi karena adanya peluang dimana kurangnya
pengawasan dari DJP ditambah dengan risikonya yang dirasa minimal,
menciptakan peluang adanya ketidakpatuhan pajak.

4) Pengambil Risiko
Secara umum wajib pajak youtuber tidak berperilaku pengambil risiko,
apalagi dengan tidak adanya perbedaan tarif dengan wajib pajak
lainnya. Pengambil risiko memang memiliki peluang untuk melakukan
ketidakpatuhan, mengingat sifat usaha youtuber itu sendiri adalah
usaha informal atau underground economy yang datanya tidak tercatat
dengan baik sehingga DJP sulit melakukan pengawasan.

Dari simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor perilaku mempengaruhi

kepatuhan Wajib Pajak youtuber, terutama atas perbedaan individu (tingkat

pendidikan dan moral) dan persepsi risiko minimal, sedangkan asumsi
ketidakadilan dan pengambil risiko tidak menjadi kendala kepatuhan pajak.

Strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Youtuber

Berdasarkan analisis atas kepatuhan formal dan kepatuhan material serta

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu faktor ekonomi

dan faktor perilaku, peneliti menyarankan strategi yang dapat dilaksanakan

KPP Pratama Jakarta Tebet, yaitu:

1) mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, memberikan asistensi kepada
wajib pajak ketika pendaftaran dan dalam memenuhi kewajiban
pembayaran dan pelaporan;

2) memberikan insentif kepada wajib pajak dengan melibatkan dalam

kegiatan sosialisasi, serta melakukan pengawasan baik persuasif maupun
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kuratif secara tuntas dan merata untuk membangun kondisi bahwa wajib
pajak selalu merasa diawasi dan berusaha untuk memenuhi kewajiban
pajaknya;

3) Optimalisasi pengawasan pelaporan dan pembayaran masa dan melakukan
kegiatan extra effort pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak
berdasarkan SE-05/PJ/2022;

4) Dari sisi kebijakan regulasi, DJP perlu menysusun atau menentukan tarif
norma penghitungan penghasilan neto konten kreator khususnya youtuber,
melakukan penyederhanaan mekanisme pembayaran dan pelaporan untuk
semakin memudahkan;

5) melakukan kerjasama antara Google Asia Pacific dan Direktorat Jenderal
Pajak dalam pemberian data penghasilan dari google AdSense.

B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas dapat, peneliti dapat memberikan saran untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak youtuber, sebagai berikut:

1. Melakukan validasi atas klasifikasi lapangan usaha yang telah dipilih wajib
pajak pada saat pendaftaran. Selain itu memberikan Klasifikasi Lapangan
Usaha secara jabatan kepada Wajib Pajak pada saat pemberian Nomor
Pokok Waijib Pajak;

2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya mulai memasukkan kegiatan youtuber
sebagai salah satu Klasifikasi Lapangan Usaha dan dapat menentukan
besaran norma penghitungan penghasilan neto agar terdapat keseragaman
dalam pengawasan antara KPP yang memiliki Wajib Pajak youtuber.

3. Kendala terkait sumber data penghasilan para youtuber mempengaruhi
tingkat pengawasan atas kepatuhan wajib pajak youtuber. Diperlukan
kerjasama antara Google Asia Pacific dan Direktorat Jenderal Pajak terkait
pemberian data penghasilan dari google AdSense yang diterima oleh

Youtuber.
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4. Melakukan pengawasan secara optimal dengan menjadikan youtuber
sebagai salah satu Daftar Prioritas Pengawasan agar dapat meningkatkan
kepatuhan material Wajib Pajak youtuber.

5. Terkait Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan youtuber,
peneliti memberikan saran sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi
Untuk meminimalisasi biaya kepatuhan, KPP harus memberikan
asistensi dengan jemput bola ke Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban
pelaporan dan pembayaran. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan
perlu juga adanya kerjasama yang sifatnya dapat dirasakan langsung
oleh Wajib Pajak, diantara melalui melibatkan Wajib Pajak youtuber
untuk kegiatan sosialisasi perpajakan dengan menyisipkan konten taat
pajak dalam tayangan video yang diunggah.

b. Faktor Perilaku
Untuk memastikan Wajib Pajak memiliki pendidikan pajak yang
memadai dan moral pajak yang baik, KPP harus melaksanakan
sosialisasi yakni kepada calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, dan
Wajib Pajak terdaftar. Selanjutnya, untuk menekan ketidakpatuhan
karena persepsi risiko minimal, KPP harus meningkatkan pengawasan,
baik pengawasan persuasif maupun kuratif dilaksanakan secara kontinu

dan berkelanjutan sehingga Wajib Pajak merasa selalu diawasi.
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B. PEDOMAN OBSERVASI

Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pengawasan Wajib Pajak,

khususnya Wajib Pajak youtuber sesuai dengan tugas dan kewenangannya:

1. Mengikuti proses pengawasan kepatuhan Wajib Pajak oleh Account
Representative;

2. Mengikuti proses supervisi oleh Kepala Seksi Pengawasan terkait proses

pengawasan kepatuhan Wajib Pajak oleh Account Representative;



C.

PEDOMAN WAWANCARA

Kegiatan Pendaftaran

1.

10.

Apakah pada saat pendaftaran NPWP, Wajib Pajak mengetahui hak dan
kewajiban perpajakannya?

Terkait wajib pajak youtuber, apakah pada saat pendaftaran telah mengetahui
Klasifikasi Lapangan Usaha yang sesuai?

Menurut Saudara, apakah Petugas Pajak dalam hal ini Account Representative
dapat dan telah mengidentifikasi sumber-sumber penghasilan yang diterima
oleh youtuber?

Apakah standard kegiatan pengawasan kepatuhan telah dilaksanakan
seluruhnya oleh petugas pajak (Account Representative)?

Apakah Saudara pernah melakukan konsultasi ke KPP dalam rangka
pemenuhan kewajiban perpajakan? (untuk Youtuber)

Apakah selama ini Saudara pernah dikirimkan Surat Permintaan Penjelasan
atas Data dan/atau Keterangan dari KPP? (untuk Y outuber)

Menurut Saudara, apakah pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan suatu
prioritas? (untuk Youtuber)

Darimana saja sumber-sumber penghasilan seorang youtuber? (untuk
Youtuber)

Apakah penghasilan yang Saudara terima telah dilakukan pemotongan pajak
oleh pemberi penghasilan? (untuk Youtuber)

Apakah menurut Saudara sistem perpajakan saat ini telah memberikan rasa

keadilan bagi wajib pajak? Bila tidak, apakah ketika Saudara mengalami



kondisi ketidakadilan tersebut mempengaruhi kecenderungan kepatuhan
pajak?
Pengawasan Kepatuhan Formal dan Material
1. Kepatuhan Formal
a. apakah selama ini Wajib Pajak yang berprofesi sebagai youtuber telah
mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dengan KLU yang sesuai?
b. Selama ini apakah Wajib Pajak youtuber telah melakukan pembayaran pajak
dan melaporkan dengan tepat waktu?
c. Apakah Saudara secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak?
(untuk Youtuber)
d. Apakah saudara telah secara melaporkan seluruh penghasilan Saudara pada
SPT Tahunan secara tepat waktu? (untuk Youtuber)

2. Kepatuhan Perpajakan Material

a. selama ini bagaimana perhitungan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak
yang berprofesi sebagai youtuber di KPP Pratama Jakarta Tebet?

b. Apakah perhitungan Wajib Pajak youtuber telah sesuai dengan peraturan
perundangan?

c. Menurut Saudara, apakah penghasilan oleh youtuber perlu dikenakan tarif
khusus dalam pemajakannya? (Petugas Pajak & Youtuber)

d. Menurut Saudara, apakah melakukan kewajiban perpajakan seperti
menghitung, membayar dan melaporkan pajak dapat dengan mudah
dilakukan?

e. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi perpajakan untuk para content

creator, khususnya youtuber?



Kendala Dalam Proses Pengawasan Wajib Pajak Youtuber

a. Menurut Saudara, selama ini kendala apa saja yang dihadapi selama
melakukan proses pengawasan Wajib Pajak yang berprofesi sebagai youtuber
khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet?

b. Apakah ada bantuan teknis terkait pengawasan Wajib Pajak youtuber yang
diberikan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pusat DJP?

c. Menurut anda, pengawasan seperti apa yang paling efektif dilakukan terhadap
Wajib Pajak youtuber?

d. Strategi apa yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tebet dalam
melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak youtuber?

e. Apakah Saudara merasakan adanya kendala dalam melakukan kewajiban
perpajakan? (youtuber)

f. Apakah para content creator seperti youtuber sebaiknya diajak atau
dilibatkan dalam mengampanyekan masyarakat untuk sadar pajak? (petugas

pajak & youtuber)



Faktor Ekonomi
1. Beban keuangan

a. Apakah kondisi keuangan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan? Besar tarif pajak juga menjadi beban keuangan yang
harus ditanggung WP. Sejauhmana tarif pajak mempengaruhi tingkat
kepatuhan?

b. Ketika kondisi keuangan wajib pajak sedang sulit, bagaimana kewajiban
perpajakan menjadi prioritas? Apakah wajib pajak akan enggan membayar
atau mengubah data yang seharusnya agar kewajiban pajaknya menjadi lebih
kecil?

2. Biaya kepatuhan

a. Apakah Biaya kepatuhan mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan?

b. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana saran Saudara untuk mengurangi
Biaya kepatuhan tersebut?

3. Disinsentif

a. Apakah disinsentif kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan belum meratanya
pemeriksaan atau penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
youtuber?

b. Apakah wajib pajak yang sudah lebih patuh menginginkan wajib pajak yang
tidak pajak patuh agar dikenai sanksi atau hukuman? Apa saran Saudara
mengenai pelaksanaan penegakan hukum?

4. Insentif



a. Bagaimana pendapat Saudara mengenai pengaruh pemberian insentif
terhadap kepatuhan wajib pajak?

b. Insentif seperti apa yang Saudara harapkan dapat diberikan kepada wajib
pajak patuh?

Faktor Perilaku
1. Perbedaan individu

a. Apakah menurut Saudara faktor perbedaan individual seperti tingkat
pendidikan dan moral mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?

b. Terkait tingkat pendidikan atau faktor pengetahuan perpajakan, menurut
Saudara Apakah DJP telah menjalankan tugasnya untuk memastikan WP
memiliki pengetahuan yang cukup atas ketentuan perpajakan? Apa saran
saudara agar wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup agar
dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya?

2. Asumsi ketidakadilan

a. Apakah menurut Saudara sistem perpajakan saat ini telah memberikan rasa
keadilan bagi wajib pajak? Bila tidak, apakah ketika Saudara mengalami
kondisi ketidakadilan tersebut mempengaruhi kecenderungan kepatuhan
pajak?

b. Bagaimana saran saudara agar pajak bisa lebih memenuhi rasa keadilan?

3. Persepsi risiko minimal

a. Apabila wajib pajak memiliki peluang untuk tidak patuh dan beranggapan

bahwa risiko yang diambil juga tidak besar, maka wajib pajak akan cenderung

untuk menjadi tidak patuh. Bagaimana pendapat Saudara atas pengaruh



persepsi risiko minimal tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak youtuber?
Bagaimana saran saudara untuk mengatasi ketidakpatuhan atas perilaku
persepsi risiko minimal tersebut?

4. Pengambil risiko

Terdapat anggapan bahwa penghindaran pajak layaknya permainan yang
dapat dimenangkan. Ada wajib pajak yang gemar menguji keahlian mereka
untuk menghindari kewajiban dan menghindari hukuman. Apakah wajib
pajak yang berprofesi sebagai youtuber seperti Saudara memiliki perilaku
pengambil risiko dalam penghindaran pajak tersebut di atas? Bagaimana
saran saudara untuk mengatasi ketidakpatuhan oleh pengambil risiko

tersebut?
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: jompongan, Jakarta Pusat 10260

STIA LAN Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996
JAKARTA Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : 740/STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 9 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran  : Proposal Tesis

Hal : Permohonan [jin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan

Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

Gedung Mar’ie Muhammad Lantai 16

JI. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42 Senayan

Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa

kami:
Nama :  Bhayu Adi Puspita
NPM : 2143021059
Jurusan :  Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis :  Kepatuhan Perpajakan atas Wajib Pajak Youtuber di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet
akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.
Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi
ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-
bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.
Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan
terima kasih.
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS
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Nomor : S-479/PJ.09/PJ.091/2023 5 Juni 2023
Sifat . Segera
Hal . Persetujuan lzin Riset a.n. Bhayu Adi Puspita

Yth. Bhayu Adi Puspita

Perumahan Swadaya Asri 5 Blok C3 JI. Utama Il RT.011 RW.001 Pondok Karya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset
nomor 740/STIA 1.1/PPS.02.03 tanggal 9 Mei 2023, dengan informasi:

NIM : 2143021059

Kategori riset : S2

Perguruan Tinggi : Politeknik STIA LAN Jakarta

Fakultas : Administrasi Pembangunan Negara

Jurusan : Manajemen Keuangan Negara

Judul Riset : Kepatuhan Perpajakan Atas Wajib Pajak Youtuber di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Tebet

Izin yang diminta : wawancara

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan

ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Jakarta Tebet, sepanjang

data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar

ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 5 Juni 2023 s/d 4 Desember 2023;

2) lzin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, berlaku selama 6 (enam) bulan;

3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;

4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke
riset@pajak.go.id;

5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan
pemberian izin riset kepada periset;

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat
Kepala Subdirektorat Penyuluhan
Perpajakan

Inge Diana Rismawanti

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET

JL. TEBET RAYA NO. 9, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 8296869, 8296937; FAKSIMILE (021) 8296901; LAMAN www.pajak.go.id
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SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-41/KPP.0403/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Wijayanti Kemala
197106101995032001
Pembina Tk.I/IVb
Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Bhayu Adi Puspita
NPM 2143021059

berdasarkan Persetujuan Izin Riset nomor S-479/PJ.091/2023 tanggal 06 Juni 2023, telah
melakukan riset atau penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet dalam rangka
penyusunan tesis dengan judul “Kepatuhan Perpajakan Waijib Pajak Youtuber di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 September 2023
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Tebet

Wijayanti Kemala
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DAFAR RIWAYAT HIDUP

Nama

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat Rumah

Nomor Telepon

Email

Status Perkawinan
Nama Instansi Induk
Unit Kerja

Alamat Unit Kerja dan

Nomor Telepon

Jabatan

Pangkat dan Golongan
Riwayat Pendidikan

a. TK

b. SD

c. SLTP

d. SLTA

e. Perguruan Tinggi

Bhayu Adi Puspita

Tanjungkarang, 21 Oktober 1985
Perumahan Swadaya Asri 5 Blok C3, Jl
Utama II Pondok Karya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan, Banten

081367188885

surya.bhayu@gmail.com

Kawin

Direktorat Jenderal Pajak — Kementerian
Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta
Utara

Gedung KPP Madya Lt.8-9 JI. M.I Ridwan
Rais No.5A-7, Gambir, Jakarta Pusat

(021) 33442473

Account Representative

Penata Muda Tk.I / IlIb

TK Persit Kartika Chandra Kirana, Bandar
Lampung

SD Negeri 3 Gedung Air, Bandar Lampung
SLTP Negeri 10 Bandar Lampung

SMA Negeri 2 Bandar Lampung

Diploma I Perpajakan, Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN) - Jakarta
Diploma III Perpajakan, Sekolah Tinggi
Ilmu Administrasi Kawula Indonesia -
Jakarta

S1 Akuntansi, Perbanas Institute - Jakarta

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, November 2023

Bhayu Adi Puspita
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